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Informasi Artikel ABSTRAK
Riwayat Artikel : Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal
Submit, 16 Juli 2026 yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas
Revisi, 26 September 2026 ekonomi masyarakat perkotaan. Di Kawasan Kota Tua Jakarta,
Diterima, 29 September 2026 keberadaan PKL selain memberikan kontribusi terhadap
Publish, 30 September 2026 pemenuhan kebutuhan wisatawan dan peningkatan pendapatan
masyarakat, juga menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan
Kata Kunci : ruang publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan
Resistensi, kebijakan penataan melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun
Pedagang Kaki Lima, 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Kebijakan Penataan, sebagai upaya menciptakan kawasan wisata yang tertib, bersih,
Kota Tua Jakarta. dan nyaman. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut

memunculkan berbagai bentuk resistensi dari PKL karena dinilai
berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan penurunan
pendapatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima
terhadap kebijakan penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya
resistensi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang kaki
lima, Unit Pengelola Kawasan Kota Tua, Satpol PP. Analisis data
dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui
tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
resistensi diwujudkan dalam bentuk tetap berjualan pada lokasi
yang dilarang, menghindari petugas penertiban, serta kembali
menempati lokasi semula setelah penertiban selesai. Faktor utama
yang melatarbelakangi resistensi meliputi penurunan pendapatan
setelah relokasi, lokasi binaan yang dianggap kurang strategis,
ketergantungan ekonomi keluarga terhadap aktivitas berdagang,
serta perbedaan kepentingan antara pemerintah dalam menjaga
ketertiban kawasan dengan PKL dalam mempertahankan mata
pencaharian. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan
penataan akan lebih efektif apabila disertai komunikasi yang baik,
pelibatan pedagang dalam proses pengambilan kebijakan, serta
penyediaan lokasi usaha yang sesuai dengan karakteristik
aktivitas ekonomi kawasan wisata.
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1. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah
satu bentuk kegiatan ekonomi sektor informal yang
memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian
masyarakat perkotaan. Keberadaan PKL mampu
menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
yang memiliki keterbatasan akses terhadap sektor
formal serta menyediakan berbagai kebutuhan barang
dan jasa dengan harga yang relatif terjangkau.
Perkembangan jumlah PKL di berbagai kota besar di
Indonesia merupakan konsekuensi dari meningkatnya
urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta terbatasnya

kesempatan kerja pada sektor formal. Kondisi
tersebut menjadikan sektor informal sebagai
alternatif utama masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi

Salah satu kawasan yang menjadi pusat
aktivitas PKL adalah Kawasan Kota Tua Jakarta.
Kawasan ini merupakan destinasi wisata sejarah yang
memiliki nilai budaya, ekonomi, dan pariwisata yang
tinggi sehingga setiap hari dikunjungi oleh
masyarakat maupun wisatawan domestik dan
mancanegara. Tingginya mobilitas pengunjung
menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi yang
strategis bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan
aktivitas usaha. Berbagai jenis dagangan seperti
makanan, minuman, suvenir, aksesoris, hingga jasa
hiburan berkembang sebagai bagian dari aktivitas
ekonomi masyarakat di kawasan wisata tersebut.

Di sisi  lain, keberadaan PKL juga
menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan
ruang  publik.  Aktivitas  berdagang  yang
memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan fasilitas
umum sering mengganggu mobilitas pejalan kaki,
mengurangi estetika kawasan, serta menimbulkan
permasalahan kebersihan dan ketertiban. Sebagai
kawasan cagar budaya yang menjadi ikon wisata
Jakarta, Kota Tua dituntut memiliki kondisi
lingkungan yang tertata, nyaman, aman, dan
mendukung kegiatan pariwisata. Oleh karena itu,
pemerintah melakukan berbagai upaya penataan guna
menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi
masyarakat dengan fungsi kawasan sebagai destinasi
wisata sejarahagmentasi identitas.

Upaya penataan tersebut diwujudkan melalui
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun
2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima. Kebijakan ini mengatur mengenai
penetapan lokasi usaha, pemberian izin usaha, hak
dan kewajiban PKL, pembinaan, pemberdayaan,
pengawasan, hingga pemberian sanksi administratif
bagi pedagang yang melanggar ketentuan. Selain
bertujuan menciptakan ketertiban dan keindahan
kota, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk
memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan
kepada pedagang kaki lima melalui penyediaan
lokasi binaan dan pembinaan usaha.

Namun demikian, implementasi kebijakan
tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan
tujuan yang diharapkan. Masih banyak pedagang

kaki lima yang tetap berjualan di lokasi yang tidak
diperbolehkan meskipun pemerintah telah melakukan
penertiban maupun relokasi ke lokasi binaan.
Sebagian besar pedagang beranggapan bahwa lokasi
relokasi tidak mampu memberikan jumlah pembeli
yang sama dengan lokasi sebelumnya sehingga
berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan.
Kondisi tersebut mendorong pedagang untuk kembali
menempati lokasi semula sebagai bentuk upaya

mempertahankan keberlangsungan ekonomi
keluarga.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya
resistensi  terhadap kebijakan penataan yang

diterapkan pemerintah. Resistensi merupakan bentuk
respons masyarakat terhadap perubahan yang
dianggap mengancam kepentingan atau
keberlangsungan hidup mereka. Dalam konteks
penelitian ini, resistensi tidak hanya dipahami
sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan
pemerintah, tetapi juga sebagai strategi masyarakat
dalam mempertahankan sumber mata pencaharian di
tengah pelaksanaan kebijakan penataan kawasan.
Bentuk resistensi yang dilakukan pedagang
menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara
pemerintah yang berorientasi pada penataan kawasan
dengan  pedagang yang  berorientasi  pada
keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini
memfokuskan kajian pada bentuk-bentuk resistensi
yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap
kebijakan penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta
serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang
melatarbelakangi munculnya resistensi tersebut.
Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai implementasi kebijakan penataan PKL
sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah
dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif,
partisipatif, dan mampu mengakomodasi kepentingan
pelestarian kawasan wisata tanpa mengabaikan
keberlangsungan mata pencaharian masyarakat sektor
informal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus untuk
memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai
resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan
penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta..
Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Juli 2024
hingga penelitian selesai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil  penelitian = menunjukkan  bahwa
implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Kawasan Kota Tua Jakarta belum
sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan. Meskipun pemerintah telah melakukan
penataan melalui relokasi, pembinaan, dan penertiban
secara  berkala, sebagian pedagang  masih
mempertahankan aktivitas berdagang pada lokasi
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yang dilarang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

resistensi sebagai respons terhadap kebijakan yang

dianggap belum mampu menjamin keberlangsungan

ekonomi pedagang.

A. Bentuk-Bentuk Resistensi
Lima

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara,
resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di
Kawasan Kota Tua Jakarta terbagi menjadi dua
bentuk, yaitu resistensi aktif dan resistensi pasif.

1. Resistensi Aktif.

Resistensi aktif ditunjukkan melalui tindakan
yang dilakukan secara sadar untuk mempertahankan
ruang usaha di tengah pelaksanaan kebijakan
penataan.

Bentuk pertama adalah aksi protes terbuka.
Aksi ini dilakukan secara kolektif oleh pedagang
sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap
kebijakan relokasi dan penataan yang dinilai belum
memberikan kepastian bagi keberlangsungan usaha
mereka. Pedagang menilai bahwa relokasi ke lokasi
baru menyebabkan penurunan jumlah pembeli
sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan
harian. Oleh karena itu, aksi protes dilakukan sebagai
upaya memperoleh perhatian pemerintah agar
kebijakan yang diterapkan lebih mempertimbangkan
kondisi ekonomi pedagang.

Bentuk kedua adalah adaptasi strategi usaha.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar
peda-gang melakukan berbagai penyesuaian dalam
aktivitas berdagang untuk mengurangi risiko
penertiban.  Strategi tersebut dilakukan dengan
menyesuaikan waktu berdagang berdasarkan jadwal
patroli petugas, memilih lokasi yang relatif aman
namun tetap dekat dengan arus wisatawan,
memperkecil ukuran lapak agar mu-dah dipindahkan,
serta mengubah jenis dagangan men-jadi lebih praktis
ketika menghadapi razia. Strategi ter-sebut
menunjukkan ~ kemampuan  pedagang  dalam
menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lapan-
gan tanpa menghentikan aktivitas ekonomi mereka

Bentuk ketiga adalah negosiasi dengan aparat
penertiban. Negosiasi dilakukan melalui komunikasi
langsung dengan petugas untuk memperoleh toleransi
waktu berdagang maupun kesempatan tetap berjualan
pada waktu-waktu tertentu. Dalam beberapa kasus,
penelitian  juga menemukan adanya praktik
pemberian retribusi secara informal kepada oknum
petugas sebagai upaya mengurangi risiko penertiban.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan
antara pedagang dan aparat tidak selalu bersifat
konfrontatif, tetapi juga berlangsung melalui proses
tawar-menawar yang berkembang dalam praktik di

Pedagang Kaki

lapangan.
2. Resistensi Pasif
Selain  resistensi  aktif, penelitian juga

menemukan adanya resistensi pasif yang dilakukan
pedagang dalam aktivitas sechari-hari. Bentuk
resistensi pasif yang paling dominan adalah
penolakan secara diam-diam terhadap ke-bijakan

penataan. Pedagang menunjukkan kepatuhan ketika
petugas melakukan penertiban dengan memin-dahkan
barang dagangan atau meninggalkan lokasi
sementara waktu. Akan tetapi, setelah razia selesai,
mereka kembali menempati lokasi semula untuk
melanjutkan aktivitas berdagang. Perilaku tersebut
menunjukkan bahwa kepatuhan yang ditampilkan
hanya  bersifat sementara  sebagai  strategi
menghindari penyitaan barang dagangan dan bukan
sebagai bentuk penerimaan terhadap kebijakan
pemerintah. Penelitian juga menunjukkan bahwa
sebagian pedagang tetap memilih berjualan pada
kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang
karena lokasi tersebut memiliki arus wisatawan yang
tinggi dan memberikan peluang memperoleh
pendapatan lebih besar dibandingkan lokasi relokasi.
Selain  itu, pedagang cenderung menghindari
konfrontasi langsung dengan aparat dengan cara
mengamati situasi dari kejauhan dan kembali
membuka lapak ketika kondisi dianggap aman. Pola
tersebut memperlihatkan bahwa resistensi dilakukan
secara tersembunyi sebagai strategi memper-
tahankan sumber penghidupan tanpa memunculkan
konflik secara langsung dengan pemerintah.

B. Faktor yang Mendorong Resistensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mun-
culnya resistensi dipengaruhi oleh faktor internal dan
faktor eksternal.

Faktor internal berkaitan dengan tingginya
ketergantungan pedagang terhadap pendapatan harian
sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan keluar-
ga. Sebagian besar pedagang menggantungkan
seluruh penghasilannya dari aktivitas berdagang di
kawasan Kota Tua sehingga setiap kebijakan yang
mengurangi akses terhadap lokasi strategis dipandang
sebagai  an-caman terhadap  keberlangsungan
ekonomi mereka. Sementara itu, faktor eksternal
meliputi lokasi relokasi yang dinilai kurang strategis
karena jauh dari arus wisatawan serta tekanan aparat
penertiban melalui razia, teguran, dan penyitaan
barang dagangan. Kondisi tersebut menyebabkan
pedagang lebih memilih kembali berjualan pada
lokasi sebelumnya meskipun menyadari adanya
risiko penertiban. Dengan demikian, resistensi yang
muncul merupakan konsekuensi dari interaksi antara
kebutuhan ekonomi pedagang dengan implementasi
kebijakan penataan yang belum sepenuhnya mampu
mengakomodasi kondisi nyata di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resisten-
si pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan
pena-taan di Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan
konsekuensi dari ketidaksesuaian antara tujuan ke-
bijakan pemerintah dengan kebutuhan ekonomi
pedagang. Kebijakan penataan yang diarahkan untuk
menciptakan kawasan wisata yang tertib, bersih, dan
nyaman belum sepenuhnya mampu mengakomodasi
kepentingan ekonomi PKL yang sangat bergantung
pada lokasi berdagang yang strategis. Kondisi
tersebut menyebabkan munculnya berbagai bentuk
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resistensi sebagai upaya mempertahankan
keberlangsungan mata pencaharian.

Resistensi Aktif sebagai Upaya Mempertahankan
Ruang Ekonomi

Penelitian menunjukkan bahwa aksi protes
terbuka merupakan bentuk resistensi aktif yang dil-
akukan ketika pedagang merasa kebijakan penataan
telah mengancam sumber penghidupan mereka. Aksi
tersebut muncul setelah berbagai upaya informal
yang dilakukan pedagang tidak mampu mengubah
ke-bijakan relokasi maupun penertiban. Dengan
demikian, protes yang dilakukan bukan sekadar
bentuk pe-nolakan terhadap pemerintah, tetapi
merupakan sara-na untuk menyampaikan aspirasi
agar kebijakan mempertimbangkan kondisi sosial
ekonomi pedagang. Temuan ini sejalan dengan teori
resistensi James C. Scott yang menjelaskan bahwa
kelompok masyarakat dengan posisi sosial dan
ekonomi yang lemah cenderung melakukan
perlawanan terbuka keti-ka tekanan terhadap sumber
penghidupan semakin besar dan ruang kompromi
semakin terbatas.

Dalam konteks penelitian ini, aksi protes
menjadi bentuk re-sistensi yang muncul setelah
pedagang merasakan dampak langsung dari relokasi
dan intensitas pen-ertiban yang mengurangi
kesempatan memperoleh pendapatan. Oleh karena
itu, resistensi tidak dapat di-maknai hanya sebagai
pelanggaran terhadap ke-bijakan, melainkan sebagai
mekanisme memper-tahankan akses terhadap ruang
ekonomi yang menjadi sumber kehidupan pedagang.
Selain aksi protes, penelitian juga menemukan bahwa
pedagang melakukan adaptasi strategi usaha dengan
mengubah waktu berdagang, memperkecil uku-ran
lapak, memilih lokasi yang lebih aman, serta me-
nyesuaikan jenis dagangan agar lebih mudah dipin-
dahkan ketika terjadi razia. Strategi tersebut menun-
jukkan bahwa pedagang tidak hanya melakukan
penolakan, tetapi juga berupaya menyesuaikan diri
ter-hadap perubahan kebijakan tanpa menghentikan
ak-tivitas ekonominya. Adaptasi tersebut merupakan
ben-tuk rasional untuk meminimalkan risiko
sekaligus mempertahankan pendapatan harian.

Dalam perspektif James C. Scott, tindakan
tersebut termasuk everyday resistance, yaitu bentuk
perlawanan yang dilakukan melalui aktivitas sehari-
hari tanpa konfrontasi langsung dengan pemegang
kekuasaan. Strategi menghindari patroli, berpindah
lokasi secara cepat, maupun mengurangi ukuran
lapak merupakan bentuk perlawanan tersembunyi
yang memungkinkan pedagang tetap memperoleh
penghasi-lan meskipun ruang geraknya dibatasi oleh
kebijakan pemerintah. Temuan ini memperlihatkan
bahwa re-sistensi tidak selalu diwujudkan melalui
konflik ter-buka, tetapi lebih sering muncul dalam
bentuk strategi adaptasi yang bersifat praktis dan
berorientasi pada keberlangsungan hidup. Negosiasi
dengan aparat penertiban juga men-jadi bentuk
resistensi aktif yang menunjukkan bahwa hubungan
antara pemerintah dan pedagang tidak sela-lu

berlangsung secara konfrontatif. Pedagang berupaya
memperoleh toleransi waktu berdagang maupun kes-
empatan tetap berjualan melalui komunikasi
langsung  dengan  petugas. Praktik tersebut
menggambarkan bahwa implementasi kebijakan di
lapangan tidak se-penuhnya bersifat kaku, tetapi
dipengaruhi oleh in-teraksi sosial antara aparat dan
masyarakat. Dengan demikian, negosiasi menjadi
strategi yang dipilih peda-gang untuk
mempertahankan aktivitas ekonomi tanpa harus
melakukan perlawanan secara terbuka.
Resistensi Pasif sebagai Strategi Bertahan Hidup
Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk
resistensi yang paling dominan dilakukan pedagang
adalah resistensi pasif. Pedagang memperlihatkan
kepatuhan ketika razia berlangsung, tetapi kembali
berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Pola
tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan yang dit-

ampilkan  hanya  bersifat sementara  untuk
menghindari risiko penyitaan barang dagangan,
sedangkan  tujuan  utama  pedagang tetap

mempertahankan lokasi usaha yang dinilai paling
menguntungkan secara ekonomi. Fenomena tersebut
sesuai dengan konsep hid-den transcript yang
dikemukakan James C. Scott. Dalam konsep ini,
kelompok subordinat cenderung me-nyembunyikan
bentuk perlawanan mereka di hadapan penguasa dan
menampilkan kepatuhan sebagai strate-gi
mengurangi risiko. Akan tetapi, di balik kepatuhan
tersebut  terdapat  berbagai yang  bertujuan
mempertahankan kepentingan mereka. Perilaku
berjualan setelah razia selesai menunjukkan bahwa
pedagang tidak menerima kebijakan secara penuh,
melainkan hanya menyesuaikan perilaku agar tetap
dapat menjalankan aktivitas ekonomi.
Faktor Penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
ekonomi merupakan penyebab utama munculnya re-
sistensi. Ketergantungan pedagang terhadap pendapa-
tan harian menyebabkan setiap kebijakan yang mem-
batasi akses terhadap lokasi strategis dipandang se-
bagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup
keluarga. Bagi sebagian besar pedagang, kawasan
Kota Tua merupakan lokasi yang memiliki arus
wisatawan tinggi sehingga memberikan peluang
memperoleh  pen-dapatan  yang lebih  besar
dibandingkan lokasi relokasi. Akibatnya, kebijakan
relokasi dipersepsikan sebagai kebijakan yang
mengurangi kesempatan ekonomi mereka. Selain
faktor internal tersebut, penelitian juga menemukan
bahwa lokasi relokasi yang kurang strate-gis serta
tekanan aparat penertiban menjadi faktor eksternal
yang memperkuat resistensi. Lokasi relokasi yang
jauh dari pusat keramaian menyebabkan jumlah
pembeli menurun sehingga pendapatan pedagang
tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, razia yang dilakukan secara berkala
menciptakan ketidakpastian dalam menjalankan
usaha karena pedagang selalu menghadapi risiko
pengusiran maupun penyitaan barang dagangan.
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Kondisi tersebut mendorong pedagang untuk
kembali memilih lokasi lama meskipun bertentangan
dengan ketentuan yang berla-ku. Temuan penelitian
ini menunjukkan bahwa resistensi bukan sekadar
bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah,
tetapi merupakan strategi adaptif yang lahir dari
interaksi antara kepentingan pemerintah dalam
menata kawasan wisata dengan kebutuhan ekonomi
masyarakat sektor informal. Selama kebijakan
penataan belum mampu menye-diakan lokasi usaha
yang memberikan peluang ekonomi yang setara,
berbagai bentuk resistensi akan tetap muncul sebagai
mekanisme mempertahankan keberlangsungan mata
pencaharian. Dengan demikian, efektivitas kebijakan
penataan tidak hanya ditentukan oleh penegakan
aturan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah
dalam merumuskan kebijakan yang partisipatif,
responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata
pedagang kaki lima.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi
pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan di
Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan respons yang
muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara
pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dengan
peda-gang sebagai kelompok sasaran kebijakan.
Pemerintah berupaya mewujudkan kawasan wisata
yang tertib, bersih, dan nyaman melalui pelaksanaan
kebijakan penataan, sedangkan pedagang lebih
memprioritaskan keberlangsungan usaha sebagai
sumber utama pemenuhan kebutuhan ekonomi
keluarga. Perbedaan kepentingan tersebut melahirkan
berbagai bentuk re-sistensi sebagai  strategi
mempertahankan ~ mata  pen-caharian.  Bentuk
resistensi yang ditemukan dalam penelitian terdiri
atas resistensi aktif dan resistensi pasif. Resistensi
aktif diwujudkan melalui aksi protes, adap-tasi
strategi berdagang, serta negosiasi dengan aparat
penertiban.  Sementara  itu, resistensi  pasif
ditunjukkan melalui kepatuhan sementara ketika
penertiban ber-langsung, menghindari petugas, serta
kembali berjualan di lokasi semula setelah kegiatan
penertiban selesai.

Berbagai bentuk  resistensi tersebut
menunjukkan bahwa pedagang lebih memilih strategi
yang mampu mempertahankan aktivitas ekonomi
dengan risiko seminimal mungkin dibandingkan
melakukan konfron-tasi secara langsung. Faktor
utama yang melatarbelakangi muncul-nya resistensi
adalah  ketergantungan  pedagang  ter-hadap
pendapatan harian, lokasi relokasi yang dinilai
kurang strategis, penurunan jumlah pembeli setelah
relokasi, serta proses implementasi kebijakan yang
be-lum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan
as-pirasi pedagang. Kondisi tersebut menyebabkan
seba-gian pedagang tetap memilih berjualan pada
lokasi yang memiliki potensi ekonomi lebih tinggi
meskipun Dbertentangan dengan ketentuan yang
berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi

kebijakan penataan pedagang kaki lima akan lebih
efektif apabila tidak hanya menitikberatkan pada
aspek penertiban, tetapi juga memperhatikan dimensi
sosial dan ekonomi masyarakat. Penyediaan lokasi
usaha yang memiliki potensi ekonomi, komunikasi
yang partisipatif, serta program pemberdayaan yang
berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mening-
katkan penerimaan pedagang terhadap kebijakan
pemerintah. Dengan demikian, tujuan penataan
kawa-san wisata dapat dicapai tanpa mengabaikan
keber-langsungan mata pencaharian pedagang kaki
lima.
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